PERATURAN

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 /PER/M.KUKM/XI/2010

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang
Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
dan Pejabat Negara Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengabh.

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang
Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3067);
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Memperhatikan

Menetapkan

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);

5.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pelantikan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu
Il Periode 2009-2014;

6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia  Nomor
50/Kep/M.KUKM/V/2003 tentang Pedoman
Pengumuman dan Bentuk Tata Naskah Dinas
dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;

7.  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecll
dan Menengah Republik Indonesia  Nomor
05/PER/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah;

1. Surat Persetujuan Kepala BKN No. K26-30/V.322-
9/M10 tanggal 29 Desember 2009 tentang
Permohonan Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip
(JRA) Kepegawaian Kementerian Negara Koperasi
dan UKM RI.

2.  Surat Persetujuan Kepala ANRI No.P.JRA/03/2010
tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Jadwal
Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan
Pejabat Negara Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengabh.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH.
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Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip Kepegawaian adalah arsip yang tercipta dalam
rangka perjalanan karier Pegawai Negeri Sipil dan
Pejabat Negara di Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengabh.

2. Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di lingkungan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
adalah Jadwal Retensi Mengenai Arsip Pegawai
Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang berdinas di
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengabh.

3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok—pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang—-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

4. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota

Lembaga Negara dan Pejabat lainnya
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di lingkungan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Setiap satuan Organisasi di lingkungan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam
melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip
Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Pejabat Negara wajib berpedoman pada ketentuan
Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
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(2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip
Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai
Unit Pembina Kearsipan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengabh.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2010

Menteri Negara,

DR. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 553
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